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ABSTRAK

BESSE SULISTIA SAID, 2022, Implementasi kebijakan Sistem Informasi Layanan
Call Center 110 di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur (Dibimbing oleh - Muhlis
Madani dan Hafiz Elfiansya)
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organisasi pelaksana dalam Implementasi Kebijakan layanan Call Center 110, sudah
terlaksana karena dapat dilihat dari keramahan polisi di kantor kepolisian resor
Kabupaten Luwu Timur, Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam Implementasi
Kebijakan layanan Call Center 110, masih belum terwujud karena dapat dilihat dari
lingkungan eksternal (masyarakat) yang masih banyak belum mengetahui dan
mengadukan permasalahan disekitar mereka malalui layanan ini. Disposisi atau sikap
para pelaksana dalam Implementasi Kebijakan layanan Call Center 110, sikap para
pelaksana baik dan ramah hanya saja masih kurang dalam mensosialisakan layanannva.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Secara umum, proses pemberian pelayanan kepada publik atau masvarakat, ini
dilakukan melalui kontak langsung antara penyedia jasa layanan (birokrasi pemerintah)
dengan masyarakat. Kontak langsung seperti ini telah banyak dimanfaatkan oleh para
pelaku interaksi pelayanan baik itu dari pihak birokrat (pemberi layanan) maupun dari




pihak warga masyarakat (penerima layanan). Adanya oknum yang mencari keuntungan
dari pelayanan yang diberikan seperti halnya meminta sejumlah bayaran diluar

keuntungan yang berlaku.

p
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Dalam membangun keperca L masyarakat atas pelayanan publik

yang disediakan harus seiring deg ; 4
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publik. Terdapat enam indiator vaitu: 1). dan sasaran kebijakan (policy standard
‘and objectives), 2). Sumber daya kebijakan (resources), 3). Aktivitas pelaksana dan
komunikasi antar organisasi (interorganizational communication and enforcement
activities), 4). karakteristik organisasi pelaksana (characteristics of the implementating

agencies), 3). Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (economic,social.and political

conditions). 6). Disposisi atau sikap para pelaksana (the disposition of implementers)




dalam buku Nurdin, (2019) Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan dan pelayanan keamanan publik dapat berjalan semestinya
apabila seluruh indikator-indikator terpenuhi dan mampu memberikan pelayanan

------

pemerintah  yang

110 Nomor 1 Tahun 2018 pasal | ayat 3 mengenai, layanan polisi 110 adalah salah satu
bentuk pelayanan kepada masyarakat melalui sarana telepon dengan nomor telepon 110

untuk melaporkan atau mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan

dengan gangguan keamanan ketertiban masyarakat atau tindak pidanan atau




Selain itu permasalahan yang sering terjadi seperti, keadaan darurat yang biasa
terjadi di kehidupan sehari-hari yang sering ditemui seperti tindak kejahatan contohnya

pencurian, pengancaman, kecelakaan lalu lintas dan kebakaran. Masyarakat tidak bisa

Z
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Jawaban yang tepa

keadaan darurat.
masyarakat. Istilah dalam implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang
dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu Di era perkembangan zaman seperti sekarang
ini layanan sistem informasi berkembang sangat pesat dibanding dengan era

sebelumnya. begitu juga dengan sektor keamanan,yang menyediakan pelayanan

keamanan dalam bentuk digital. Polres yang menyedian layanan call center 110, untuk
pengaduan kejahatan.




Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang berbatasan dengan dua
provinsi yaitu provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan Timur, dan provinsi

Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Selain itu kabupaten Luwu Timur juga berbatasan

Timur terletak di sebelah selata c b ependudukan Dan Catatan

Sipil Luwu Timur, 2021).
4 AS MU""'),’\

pengimplementasiannya dalam pelayanan publik. sekaligus dapat dijadikan sebagai
pedoman guna meningkatkan kualitas pelayanan yang tinggi. Menariknya penelitan ini
karena akan menjelaskan bagaiamana pengimplementasian kebijakan dan pelayanan

keamanan masyarakat dengan teori, konsep dan menggunakan pandangan beberapa para

ahli.




Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukanan, maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Sistem

Informasi Layanan Call Center 110 di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ang  yang dibuat  yaitu

Bagaimana implementasi Kek < ) ul center 110 di

bbbt

pembanding dengan penelitian penulis.




2. Manfaat secara praktis.
Manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya

manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, civitas
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Metode penelitian ini menggunakan
Jjenis penelitian kualitatif' deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi
literature. Dengan adanya inovasi daerah ini nantinya bertujuan untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daersh. Sasaran dari inovasi daerah tersebut

harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan pada masvarakat

dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian ini yakni




untuk mengetahui perbedaan potensi masing-masing daerah akan mempengaruhi

mulai dari mana konsep smart city itu akan di bangun, baik itu dari perbedaan

faktor sumber daya alam. maupun sumber daya manusianya (Sari et al., 2020).

dan berada pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan perbedaan dari ketiga
penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah lokasi dan waktu penelitian.
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B. Teori dan Konsep
1. Teori Kebijakan Publik

Thomas Dye (1992) mendefenisikan bahwasanya kebijakan publik ialah segala

A\
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g /-
-

Policy environment Policy stakeholder

Gambar 2.1 Analisis Kebijakan Publik
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1. Lingkungan kebijakan (policy environments), yaitu keadaan vang melatar

belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya ssesuatu isu atau

masalah kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku

kebijakan dan kebikan ters.ebut

3. Output, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan tersebut.
4. Out comes, yaitu hasil yang diharapkan dimana akan memberikan tujuan
kebijakan positif' kepada Dinas Kominfo dan masyarakat sebagai penerima

manfaat (Aziz & Humaizi, 2013).




Menurut James E.Anderson (1970) Adapun jenis-jenis kebijakan publik sebagai
berikut -

I, subtantif and procedural policies

substantive policy adalah kebij ag dilihat dari substansi masalah vang

| yang di
dihadapi oleh pemerintahi. S \ policy merupakan kebijakan

2

penyediaan sumber-sumh aterial yang nyata bagi penerimanya.(Sahya
Anggara, 2018)
2. Konsep Implementasi kebijakan Publik
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) implementasi kebijakan berarti

berusaha untuk memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan

yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara,
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baik itu usaha dalam administrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu

pada masyarakat. Implementasi kebijakan meliputi (Syahruddin 2018):

1) Perilaku badan atau Lembaga administratif yang bertanggung jawab terhadap

program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan
Langkah-langkah dan ketetapan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat sistem
vang meliputi antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana,
kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan dari segi hasil, sistem
dinilai sukses manakala sistem memberikan dampak seperti yang diinginkan.

Indikator Implementasi kebijakan (Akib 2010),
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Nurdin, (2019) dalam bukunya, teori-teori analisi implmentasi kebijakan

publik terdapat enam indikator menurut (Van Meter & Van Horn 1975) vang

membentuk jaringan antara kebijakan dan kinerja :

sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau
insentif yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan.

Sumber daya kebijakan memainkan peran yang sangal penting serta

mempengaruhi  setiap indikator dalam proses implementasi kebijakan.
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Kurangnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan
hal besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3) Aktivitas pelaksanaan dan komunikasi antar organisasi (Interorganizational

||||||
‘‘‘‘‘‘
-

keterbukaan komunikasi dan hubungan formal maupun informal,
5) Lingkungan sosial, ekonomi dam politik (economic, social, and political
mr:d‘iﬁans)
Dampak dari keadaan ekonomi, social dan politik terhadap implementasi
kebijakan hanya mendapatkan sedikit perhatian khusus. Lingkungan sosial,

ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah
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dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya
implementasi kebijakan mesyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang
kondusif agar implementasi kebijakan berjalan lancar dan terkendali.

6) Disposisi atau sikap para pelaksdna fthe disposition of implementers).
pe p

adalah proses implementasi yang dipahami sehgai kombinasi problem generating dan
problem solving yang berkaitan, jika telah diketahui permasalahan dalam implementasi,
akan lebih mudah mengupayakan pemecahan masalahnya. Edwards berpendapat bahwa
implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada

diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang

ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome).




ML PERPUSTAKAAN
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Menurut Grindle (1980) dan Quade (1984), untuk mengukur kinerja implementasi
suatu kebijakan publik harus memerhatikan variabel kebijakan. organisasi, dan
lingkungan. Selain itu, Ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan

mengimplementasikan kebijakan, terdiri atas syarat-syarat sebagai herikut :
1. Kondisi Eksternal yang Dihadapi oleh Badan atau Instansi
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup
memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan tersedia.

4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan
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. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya.

. Hubungan saling ketergantungan harus kecil

. Sumber-sumber kebijakan

. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksanaan

. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan
. Sikap para pelaksana

. Lingkungan ckonomi,sosial, dan politik.
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3. Konsep Sistem Informasi Layanan Call Center 110
Sistem informasi merupakan gabungan antara informasi, orang dan teknologi
informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (Alter

dalam Ratminto 2003). Pembuatan sistemn

fo lah kunci strategis yang dapat

dimanfaatkan untuk organisasi eningkatan evektivitas dan

kekantor polisi terdekat dari posisi penelpon. Layanan Call Center 110 ini di
peruntukkan untuk masyarakat yang hendak melakukan laporan maupun pengaduan
terkait ganggungan kamtibmas (ketertiban masyarakat) (Muhammad Asaugi, 2020).
a. Pengertian Sistem informasi

Menurut Ludwig vob bartalanfy, dalam jumal Sidh (2013), sistem adalah

seperangkat unsur yang saling berkaitan dalam suatu relasi diantara unsur-unsur
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lingkungan. Sedangkan menurut L.Ackof, sistem merupakan setiap kesatuan secara
konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung

satu sama lainnya (Susanto,2004).

Sistem terdiri dari tiga unsur vai ut (masukan) proses dan output

telah menyentuh hs I n pemerintahan.

maka istilah yang semula populer dengan sistem informasi pemerintah (Govermment
Information System) Kini telah bergeser menjadi istilah e-government yang sering
dimaknai dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintah.

E-government adalah layanan Information And Communication Technologies
(ICT) yang dimiliki dan dioprasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan

antara warga, swasta dan pemerintah. Tuntutan perkembangan TIK berimbas kepada
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meningkatnya layanan pemerintah kepada warganya, salah contohnya layanan Call
Center [ 10 (Yuhefizar et al_, 2017).

Metode pelayanan Call Center menawarkan pelayanan terintegrasi untuk

¥y altan

ayanan polisi 110 atau vang lebih di kenal
dengan call center 110 adalah bentuk pelayanan polri kepada masyarakat dengan
nomor telpon 110 untuk melaporkan atau pengaduan tentang masalah vang terjadi
berkaitan dengan gangguan tindak pidana atau pelanggarang. Layanan call center 110

Juga digunakan untuk menerima proses laporan atau pengaduan tentang permasalahan

masyarakat melalui fasilitas nomor telpon bebas pulsa 110,




Penyediaan layanan call center 110 ini,polri bekerja sama dengan PT.Telkom
Indonesia untuk menyediakan nomor dan jalur darurat bebas pulsa 110, sehingga tanpa

menggunakan pulsa, masyarakat dapat menghubungi untuk menyampaikan laporan dan

> 4

A \

‘s

- v.,;;. .§::;. -

e} Trasparan, yaitu penyelenggaraan layanan call center 110 bersifat terbuka untuk
kepentingan masyarakat dan keberhasilan tugas kepolisian
f) Humanis, yaitu penyelenggaraan layanan call cenfer 110 dilaksanakan secara

‘sopan, ramah, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
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g) Responsif, yaitu penyclenggaraan layanan call center 110 dilaksanakan secara
tepat, cepat, efektif dan efisien Amandita, (2020).

Langkah- langkah atau alur dalam pengaduan pada layanan call center 110

/' CS_ ~

- :‘
P 3 :;\°)
A7

), Wi
L4 - ‘ :

-~

polres (lama waktu tunggu misal 3-5 defs
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C. Kerangka Pikir
Penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Luwu Timur untuk mengetahui

implementasi kebijakan layanan call center 110. Implemetasi kebijakan merupakan

lllllllll
W %
| 3

%, vz

. dan politik

(economic,social.and political conditions), 6).Disposisi atau sikap para pelaksana.
(the disposition of implementers).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh dalam  implementasi
kebijakan dan pelayanan keamanan masyarakat, sehingga proses pelayanan yang
diberikan juga dapat berjalan efektif dan efisien sehingga menciptakan layanan yang

mempermudah dan bermanfaat bagi masyarakat.
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Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahimya kerangka pikir penelitian
seperti pada gambar :

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Layanan Call
Center 110 di Kepolisian Resor | aten Luwu Timur

N\

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah dirumuskan maka yang menjadi fokus
penelitian terkait Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Layanan Call Center 110 di
Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur yaitu : Kebijakan Publik dan [mplementasi
Kebijakan.
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E. Deskripsi Fokus
Adapun penjelasan indikator dari setiap indikator dipaparkan sebagai berikut:
|. Standar dan sasaran kebijakan merupakan tolak ukur secara umum bahwa

.....
------

ingkungan eksternal sangat
mempengaruhi dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik.

6. Disposisi atau sikap para pelaksana, arah disposisi para pelaksana terhadap standar
dan tujuan kebijakan juga merupakan hal penting. Karena bagaimanapun juga
implementasi kebijakan yang berhasil, bisa juga gagal ketika para pelaksana tidak

sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan.
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ,\ bulan Juli-Agustus,

3 f.}“' A\v.‘n 1‘
‘/4 \\\\‘ VY .-
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2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif. Peneliti
menggunakan tipe ini yaitu untuk mengetahui analisis layanan call center 110 di
Kepolisian Resor Luwu Timur. Dalam pelaksanaanya yang pasti memerlukan
pengumpulan data dan analisis data dalam bentuk penjelasan secara mendalam dalam

prosesnya.
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C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :
1. Sumber data primer

DEHMHmlahdamyang upcrtam[hmmlndak

14 ini harus dicari melalui

,,,,,

berkaitan dengan peneliti ang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih
berdasarkan metode purposive sampling dimana metode tersebut merupakan salah satu
teknik nonprobability sampling yang paling banyak digunakan dalam penelitian
kualitatif. Metode tersebut adalah mengambil sampel yang dapat mewakili perspektif

lebih luas dari kriteria, yang sudah ditetapkan sebelumnya dari orang-orang vyang
mengetahui  pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan
memberikan data secara objektif, Netral dan dapat dipertanggung jawabkan,




Adapun informan dari penelitian terkait Implementasi Kebijakan Sistem Informasi
Layanan Call Center 110 diKepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur adalah scbagai
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Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan
oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data
adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.




Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah
‘sebagai berikut :
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dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat
dijadikan bahan pengecekan keabsahan data,
4. Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data

dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto,
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gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam prose
penulisan.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah secara sistematis data yang

Sy
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gan aktifitas serta proses-proses
sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok. dan pola-
pola data.
2. Penyajian Data (Data Display)
Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan
Langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data
vang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang
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dianalisi benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian
kualitatif data biasanya berancka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka

penyajian (daia display) pada umumfiy@sangat diyakini saat membantu proses

~

\\mi'n//
‘ 14 \\ \\\\ A“\\ /
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ek data yang telah diproleh

melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan

pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan
dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan
dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang

ada.




2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan
data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal

yang diperoleh dengan wawan€ars denigan observasi dan dokumen.
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Triagulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim
peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian
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desa), Tomoni (12 desa da sa). Malili (14 desa, 1
kelurahan, dan 2 UPT), Towuti (18 desa), Nuha (4 desa dan | kelurahan), Mangkutana

(11 desa), Kalaena (7 desa), Tomoni Timur (8 desa) dan Wasuponda (6 desa).




35

Tabel 4.1 Luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan

Luas Wilayah

Nama Terbangun
Kecamatan Kelurahan/
(%) thd
total

st
00" Q/-%;/,,//f

'
"'i .
‘o, Vg /
“ -

Wasuponda 6 124.400 17.91 276.342 6.72
Mangkutana 0l 130.096 18.73 421.74 10.52
Kalaena 7 4.198 0.60 179.652 4.37

(Sumber: BPS Tahun 2020)




Berdasarkan gambar tabel diatas bahwa Kecamatan malili merupakan kelurahan
dan desa terbanyak yakni 21, selain itu kecamatan terluas yakni Kecamatan Towuti
yang mencapai 182.048 Ha, disusul dengan Kecamatan Mangkutana yaitu 130.096 Ha

dan Kecamatan Wasuponda yaitu 124.40

Tabel 4.2 imur
No. Keca : otal
) A ]
1.
2.
3.
4.
9 -
5.
° )
6. 2\
L)
7. B 20
/ / A
8. Tom A53
9. Tomoni Timur 553 083 12.636
10. Kalaena 5.582 5322 10.904
1. Wasuponda 11.351 9.975 21.326
Total 142.385 132.234 274.619

(Sumber: BPS Luwu Timur Tahun 2020)




PILIN PERPUSTAKAAN
WREENUH MAKASSAR

S ——

Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dengan
Jumlah penduduk berdasarkan data desa pada tahun 2013 mencapai 274.619 jiwa yang
tersebar di 11 kecamatan. Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh 41% 34% 9% 3% 3% 3%

2% penduduk dari berbagai etnik. Diantara ik Jawa, Bugis, Toraja, Bali, Pamona,

Padoe, Sunda, Sasak, Madura, / o

ik Batak. Sejauh ini jumlah

Thiv e
]

Polres Luwu Timur berle abupaten Luwu
Timur, unit kerja yang berada dibawah Polres Luwu Timur terdiri dari delapan (8)
Polsek yaitu : Polsek Burau yang wilayah lingkupnya seluas 256.23Km>, Polsek Wotu
yang wilayah lingkupnya 130,52Km’, Polsek Mangkutana bertanggung jawab
memegang tiga kecamatan yang terdiri dari kecamatan Tomoni seluas 230,09Km’,
kecamatan Mangkutana seluas  1.300,96Km®, dan kecamatan Kalaena seluas

372,86Km’, Polsek Tomoni Timur yang wilayah lingkupnya seluas 43, 92Km?”. Polsck




Malili yang wilayah lingkupnya seluas 715,19Km’, Polsek Wasponda yang wilayah
lingkupnya seluas 1.244Km", Polsek Towuti yang wilayah lingkupnya seluas
1.820.48Km’, Polsek Nuha yang wilayah lingkupnya seluas 808,27Km".

organisasi pada gambar berikut ini :
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Luwu Timur
STRUKTUR DRGANISASI POLRES
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1. | Silvester MM. Simamora, SIKM.H | AKBP Kapolres

2. Muh. Rifai, S.Pd KOMPOL Wakapolres
3. Arifin AKB Kasi Was
4. Agusman S.H AKP Kasi Propam




5. Jempol Kalopi BRIPKA Kasi Hukum
6. Haryadi Tukiyar AKP Kabag OPS
7. Selfi L. Kadir

8.

9,

10.

1.

12 s i

Wi\

14. '

15

16.

17. Sarimin, $S.Pd IPDA Kasat Tahti
19. Sulaeman, S.H IPTU Kasi Keu
20. Meswar BRIPKA Kasi Dokkes
2L Martunus Wemben, S.S0s AKP Kapolsek Burau
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22, Sahrir IPTU Kapolsek Wotu
23 Nyoman Sctarja, S.50s AKP Kapolsek Mangkutana
24. Yusmal Yunus, SE Kapolsek Tomtim
[25. Kapolsek Malili
(ad
26. e\
AY
27 -
28 0 Mubh-Ars, SPd | KON

V“k"‘) Lo, \)
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itu sendiri. Kapolres sendiri mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Memimpin, Mengawasi, Mengendalikan dan Membina suatu organisasi
pada lingkungan Polres serta unsur pelaksana kewilayahan dalam
Jjajarannya.

2) Memberikan pertimbangan maupun saran kepada Kapolda terkait

pelaksanaan tugasnya.
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b. Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres)
Wakapolres adalah unsur pimpinan Polres yang ada di bawah Kapolres

dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Adapun tugas dari Wakapolres

was serts

e

K] A

maupun pencapaian kinerja dan memberikan saran maupun tindakan

terhadap penyimpangan yang ditemukan.
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d. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

Sipropam adalah unsur pembantu dan pengawas pimpinan yang berada

di bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan serta

f.  Seksi Umum (Sium)

Sium adalah Sikeu ialah unsur pengawas serta pembantu pimpinan vang

berada di bawah Kapolres. Adapun fungsi dari sium adalah sebgai berikut :
1) Pelayanan admistrasi umum dan ketatausahaan diantaranya kearsipan

dan kesekertariatan di lingkungan Polres.




2) Pelayanan pusat antara pelayanan lain fasilitas kantor, angkutan, rapat,
perumahan, protokoler dalam upacara, urusan dalam lingkungan Polres
dan pemakaman.

2. Bagan Operasi (Bagops)

u pimpinan yang berada di

masyarakal atau instansi pemerintah,

4) Pembinaan manajemen operasi yaitu rencana operasi, pengendalian dan
administrasi, pemerintah pelaksanaan operasi. dan tindakan kontijensi.

5) Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan markas

di lingkungan polres.

6) Pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan Polres.
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Bagops sendiri dipimpin oleh kabagops yang dimana betangung jawab
kepada Kapolres serta dalam melaksanakan tugasnya schari-hari di bawah

kendali Wakapolres. Dalam menjalankan tugasnya, Bagops dibantu oleh :

Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

Bagsumda merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah
Kapolres. Adapun tugas dari bagsumda yaitu penyelenggaraan pembinaan
administrasi personel, pelatihan fungsi, pelayanan keschatan. sarana
prasarana, bantuan dan penerapan hukum. Dalam melaksanaan tugas

Bagsumda di bantu oleh :




1} Subbagpers (Subbagian Personel)
2) Subbaghukum (Subbagian Hukum)

J- Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT)

SPKT mempunyai

masyarakat dalam be

L]

2)  Kurmintu.

I, Satuan Reserve dan Kriminal (Satreskrim)
Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas yang berada dibawah

Kapolres. Satreskrim memiliki tuga untuk melakukan penyelidikan tindak

pidana, yang termasuk dalam fungsi identifikasi serta laboratorium forensik

lapangan dan pembinaan, pengawasan dan koordinasi PPNS.
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m. Saiuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas reserse narkoba yang
berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba mempunyai tugas pelaksana fungsi

penyidikan, penyelidikan, pengéiwas pidana penyalahgunaan dan

0 serta penyuluhan dalam

""""

instansi, pembinaan be pengamanan swakara dan pembinaan Keamanan
serta pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan masyarakat dan
peningkatan hubungan polri. Untuk melaksanakan tugasnya kasatbinmas di
bantu oleh :

1) Kaurbinops (Kaur Bin OPS)

2)  Kaurmintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan)




3) Kanitpolmas (Kepala Unit Polisi Masyarakat)
4) Kanitbinmas (Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat)

5) Kanitbinkamsa (Kepala Unit Pembinaan Peamanan Swakarsa)

“n
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p. Satuan Lalu Lintas (Satlantas
Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah
Kapolres. Satlantas memiliki tugas yaitu melaksanakan turjawali lalu lintas,
pelayanan registrasi, pendidikan masyarakat lalu lintas identifikasi
kendaraan bermotor serta pengemudi, penyidik kecelakaan lalu lintas serta
menegakkan hukum dalam bidang lalu lintas.
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q. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

Sahtati merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berda dibawah

Kapolres. Sahtati memiliki tugas untuk menyelenggarakan perawatan

kurang dikenal oleh masyrakat (Stefani, Deddi Duto Hartanto, 2016). Beberapa data
penelitian, beberapa syarat untuk menciptakan Implementasi Kebijakan layanan Cull

Center 110 di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut -

L — —— —
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1. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan adalah untuk mengukur kinerja implementasi

kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh

ak tahu kapan kejadian atau kejahatan
akan datang. Layamm CaH Center 110 ini lebih memudahkan kami untuk
melakukan pengaduan ditambah nomor yang dihubungi juga mudah
diingat dan gratis.” (Wawancara dengan Hasnawati pengguna layanan
Call Center 110).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka peneliti

menyimpulkan bahwa aturan layanan Call Center 110 sudah tepat untuk
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masyarakat karena layanan ini dapat memberikan keamanan bagi masyarakat
apalagi yang tempatnya jauh dari kantor polisi terdekat.
b. SOP (Prosedur Operasi Standar)

Adapun SOP (standar operagionabprosedur) yang dimiliki layanan Call

Center [ 11 ini adalah lm / anajemen komunikasi mengambil
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¢. Sasaran (Tujuan)

oas di bidang SPKT
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“Kehadiran layanan Call Center 110 ini di tujukan untuk memenuhi harapan
dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan
publik. Agar lebih memudahkan masyarakat dalam hal pengaduan, jadi
masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor untuk melapor, mereka
hanya perlu menghubungi layanan 110", (wawancara dengan bapak
Wakapolres Kompol Muh. Rifai, S.Pd. jumat,! juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diaatas maka peneliti

menyimpulkan bahwa layanan Call Center di wjukan untuk memenuhi harapan
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dan kebutuhan masyarakat dalam hal pengaduan sehingga terselenggaranya
pelayanan keamanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang SPKT(Sentra

PEARN b,
- V\\!\\\uhn//
\\\* Sl '///

sat penting karena
untuk layanan Call Center 110, tentunya di perlukan dukungan dari sumber daya
manusia yang baik dari segi kualitas maupun dengan kuantitasnya (Wennyta Eka

Fauziyah, 2021).




54

Berikut hasil wawancara peneliti mengenai sumber daya manusia dalam

layanan Call Center 110 :

“Untuk pelatihan itu tidak ada yang di khususkan, hanya saja semua anggota
kepolisian terlibat. Sedangkan K yang memberikan pelayanan jika ada
yang memberikan pelayana \ menghubungi, layanan ini yang
bertugas memberikan bag petigas piket yang berjaga di setiap
polsek. (Bapak WakaP : S.Pd Jumat, 1 juli 2022)

ngas piket di
1sian memang
dengan petugas

1i 2022)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dia atas peneliti dapat
menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam layanan Call Center 110 ini

terpenuhi karena setiap harinya ada petugas kepolisian yang bertugas piket di

setiap harinya,
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b.Sumber Daya Finansial
Selain sumber daya manusia, selain itu sumber daya finansial juga perlu di
perhitungkan. Sumber daya finansial menjadi penting dalam menentukan

v AT TEE
\}‘\,\\\I i hl{{é
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Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus di komunikasikan dengan
baik kepada para agen pelaksana. Yang menjadi standar tujuan harus dipahami
oleh setiap implementors. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi
kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan
yang harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi,
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu petugas di bidang
SPKT :

“Pemberian informasi bisa melalui sms, telpon selular, email dan sosial
media. Sedangkan wilayah yamg terkendala dengan jaringan. panggilan

\ﬁ. .f 1{
%\\\:ﬁ\%h/[/f
\) WX @ 4y

dilihat dari penyediaan altematifl untuk memudahkan masyarakat
menggunakan layanan Call Center 110.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang SPKT vang

mengatakan bahwa :

“Pemberian informasi melalui ht jika ada yang menghubungi layanan
Call Center 110 selanjutnya di lanjutkan ke polsek terdekat kejadian.
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Pihak kepolisian akan sampai ke tempat kejadian secepatnya, karena
pihak kepolisian sebelum ke tempat kejadian mengecek terlebih daluhu
laporan™.(wawancara dengan bapak Aiptu Rintang Maha Suci, kepala
bidang SPKT jumat 1 juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan
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kebetulan saya sef di rumal jelasks ke_]adtann}fa ke
petugas, mereka [angmmg meugambﬂ tmdalmn dan mendatangi saya ke
rumah.” (Wawancara dengan Hasnawati pengguna layanan Call Center
110)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa
petugas polisi memberikan tanggapan yang cepat pada saat masyarakat
melakukan panggilan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang
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dilakukan oleh para petugas layanan call center 110 sudah berjalan dengan
baik.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelola layanan Call

Center 110 masih belum bérjalan maksimal karena masih banyak

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang SPKT (Sentra
Pelayanan Kepolisian Terpadu) :

“Masyarakal yang menelpon akan segera ditindak lanjuti oleh polisi vang
beertugas. Jika sudah ditangani maka laporan dari TKP (tempat kejadian
perkara) dilaporkan melalui telpon atau ht ke petugas penjaga pos di
Polres sampai laporan dinyatakan selesai dan petugas kepolisian akan
mengisi data pelapor dan laporan lengkap.(Wawancara dengan Bapak
Rintang Maha Suci kepala bidang SPKT. Jumat,] juli 2022)
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Berdasarkan hasil wawancara informan diatas peneliti dapat menyimpulkan
bahwa pelaksanaan layanan Call Center sudah memenuhi aturan karakteristik

organisasi pelaksana.

telah ditetapkan.
a. Faktor pendukung
Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang SPKT (Sentra
Pelayanan Kepolisian Terpadu :
“faktor yang mendukung adanya layanan Call Center 110 ini ialah,untuk

memudahkan akses untuk melakukan pengaduan dan bukan hanya di
Kabupaten Luwu Timur, tetapi layanan ini bisa dihubungi di seluruh




indonesia”.(wawancara dengan bapak Rintang Maha Suci kepala bidang
SPKT. Jumat 1 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas dapat

disimpulkan bahwa layanan @all Center 110 mempermudah akses

masyarakat dalam hal peng

d

kebijakan. Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembaga eksternal
mendukung, maka pelaksana kebijakan akan berhasil dan sebaliknya jika
menolak maka kebijakan akan gagal. Berikut hasil wawancara peneliti

dengan masyarakat :
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Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelola layanan Call
Center 1100 masih belum berjalan maksimal karena masih banyak
masyarakat yang belum mengetahui, padahal kejadian darurat sering terjadi
di sekitar masyarakat,
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Berikut hasil wawancara salah satu petugas di bidang SPKT (Sentra

Pelayanan Kepolisian Terpadu) :

“Biasanya pihak kami akan menelusuri lebih lanjut hingga tuntas dan
diberikan sangsi jika itu terbukti hanya telpon untuk bermain-main. Pada
tanggal 24 juni 2021 pernah ada delapan orang anak dibawah umur yang
menelpon layanan Call Center 110 dangan melakukan aksi prank dan
melontarkan kata-kata kasar sehingga diamankan oleh pihak kepolisian.
(wawancara dengan petugas bidang SPKT Bapak Briptu Ahmad Firdaus
Jumat, | juli 2022).
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Berdasarkan hasil wawancara informan di atas peneliti dapat
menyimpulkan bahwa sikap para pelaksana akan teliti dan adil dalam

menangani kasus seperti ini. Dilihat dari tindakan saat adanya penelpon

an Implementasi

Kebijakan Sistem Informasi Layanan Call Center /10 di Kepolisian Resor
Kabupaten Luwu Timur. Lebih dominan berupa kalimat deskriptif yang merupakan
hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai sumber utama penelitian. Hasil

wawancara yang di rekam di foto menggunakan (handphone), di samping data dari

hasil wawancara peneliti juga mendapatkan data arsip dan profil Polres Kabupaten

Luwu Timur, Berikut pembahasan dari data dan hasil wawancara tentang




Implementasi Kebijakan Sistem Informasi di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu
Timur yaitu :

I. Standar dan Sasaran Kebijakan

llllllllll
..

(1 Uranks

manusia dan sumber daya fina

Dapat disimpulkan bahwa terkait pencapaian sumber daya kebijakan
dengan apa yang di uraikan diatas yang kemudian di kombinasikan dengan hasil
observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa layanan Call Center 110
telah terpenuhi dapat dilihat dari banyaknya sumber daya manusia(anggota

kepolisian) dan sumber daya finansial yang mencukupi, serta tanpa adanya




65

sumber daya kebijakan implementasi kebijakan tidakan akan bisa berjalan

dengan semestinya.

3. Aktivitas Pelaksana dan Komunikasi antar Organisasi

(Kepolisian) ini sesuai dengan pengawasan de
penting sesuai yang dijelaskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn
(1975) implementasi kebijakan ditentukan oleh karakteristik organisasi
pelaksananya (Kepolisian).

Dapat di simpulkan bahwa terkait dengan karakteristik organisasi atau

agen pelaksana kinerja implementasi akan sangat mempengaruhi implementasi




kebijakan yang ketat dan disiplin sehingga dapat dikatakan bahwa agen

pelaksana di polres kabupaten Luwu Timur telah terpenuhi dapat dilihat dari

agen pelaksananya yang melakukan pengawasan ketat.

DA - ML

sesuai dengan sikap pelaksana ferhadap masyarakat. hal ini penting sesuai

dengan yang dilaskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) karena

tanpa mengetahui sikap para pelaksana, implementasi kebijakan tidak akan bisa
berjalan dengan baik.
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Dapat disimpulkan bahwa terkait dengan disposisi atau sikap para
pelaksana, dengan apa yang di jelaskan di atas yang kemudian di kombinasikan
dengan hasil observasi selama di lapangan dapat di ketahui bahwa layanan Call




BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian te

bijakan layanan

a dapat di lihat dari

kurangnya masyarakat yang mengetahui layanan ini.

4. Karakteristik organisasi pelaksana dalam Implementasi Kebijakan layanan
Call Center 110, sudah terlaksana karena dapat dilihat dari agen
pelaksananya yang ramah, polisi di kantor kepolisian resor Kabupaten Luwu

Timur.




5. Lingkungan sosial. ckonomi, dan politik dalam Implementasi Kebijakan
tayanan Call Center 110, masih belum terwujud karena dapat dilihat dari

lingkungan eksternal (masyarakat) yang masih banyak belum mengetahui

Call Center 110,
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Lampiran 2 : Dokumentasi

a0




Dokumentasi dengan bapak Wakapolres Luwu Timur

Dokumentasi wawancara dengan petugas bidang SPKT
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